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WALIKOTALUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERASELATAN

PERATURANWALIKOTALUBUKLINGGAU
NOMOR :L TAHUN 2018

, TENTANG

BESARANTUNJANGANTRANSPORTASI ANGGOTA
DE AN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTALUBUKLINGGAU

o Menimbang

o Mengingat

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTALUBUKLINGGAU,.
"a. bahwa dalam ranga meningkatkan kinerja dan mobilitas

.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau dipandang perlu menyediakan Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuklinggau

b. bahwa besaran tunjangan transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
.telah dihitung dengan memperhatikan azaz kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standard harga yang berlaku
sesuai ,dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan
Walikota Lubuklinggau tentang Besaran tunjangan
Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Lubuklingga.

L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pemberitukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004'Nomor OS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
'2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

,
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Menetapk n

5 Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

'i' '\

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran N;egara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Luhuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);

8. Peraturan baerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota . Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 13 );

'.

10 Peraturan DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuklinggau ;

11 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kcta Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 40 );

MEMUTUSKAN

.PERATURAN WALIKOTATENTANG BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYATDAERAHKOTALUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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1. Kota adalah Kota Lubuklinggau

2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRb adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Lubukli:pggau

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua
dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota
Lubuklinggau

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka
yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD
dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD adalah un sur pelayanan DPRD
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota

Lubuklinggau
9. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan

dalamibentuk uang dan dibayarkan setiap bulan untuk
mendukung . kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang anggota DPRD

lO.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutmya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

Pasa12

Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dike1uarkan
karena tidak tersedianya kendaraan jabatarr/kendaraan dinas.

Pasal3

Tujuan pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan Anggota DPRD yang tidak
disediakan kendaraan jabatan / kendaraan dinas.

BABII

SUMBERBIAYA

Pasa14

(1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan
Transportasi bagi Anggota DPRD berasal dari APBD.

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1)
dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan
keuangan daerah.
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BABIII

BESARANTUNJANGAN

Pasa15

(1) Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di tetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah) /bulan.

Pasa16

Peraturan Walikota lilt mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota lilt dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, -1~;C«(,(4p.., 2018

WALIKOTAL UKLINGGAU,
•

Ditetapka di Lubuklinggau
pada tang aI, -4 -{J4J<J U.t).fl-1 .2£>t6'

~ SEKRETA IS DAERAHKOTALUBUKLINGGAU,
f i

AN SANI, M.,Si

ERAH KOTALUBUKLINGGAU TAHUN2018 NOMOR..:,{.


